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2.1 Pajak
Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai pengeluaran secara umum
disamping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik pajak merupakan
partisipasi masyarakat dalam prosedur pembangunan dan pertahanan menuju
masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling
efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada
Negara. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang
ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai
motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum, pajak
adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan
pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang
keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting. Dari pengertian-
pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:
1. luran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh
memungut. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana
mempunyai kekuatan hukum.
2. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
3. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

4. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public investment.
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Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi
meningkatnya ekonomi suatu negara untuk membatasi konsumsi dan dengan
demikian mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan
menanam modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan
pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah untuk
memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, untuk
memobilisasi surplus ekonomi (Nurksel, 1971 dalam Muklis, 2002). Terdapat 2
fungsi pajak, yaitu (Resmi,2004,h.2)

a. Fungsi Budgetary ( sumber keuangan negara )

Pajak mempunyai fungsi budgetary artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi Regulatory ( mengatur )

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai
fungsi regulatory, yaitu megatur perekonomian guna menuju pertumbuhan
ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas

ekonomi.
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Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tjahjono dan Husein, 2005),

yaitu:
1.

2.

7y

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pembagian Jenis Pajak

Pembagian jenis pajak dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu menurut

golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut (Mardiasmo, 2009: 5):

1.

Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
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3. Menurut Lembaga Pemungut
Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokan menjadi 2 (dua)
yaitu:
a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintaah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah
terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten.
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut,
(Mardiasmo, 2009: 7):
1. Official Assessment System
Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak.
Adapun ciri-cirinya adalah
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus
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2. Self Assessment System
Merupkan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
Adapun ciri-cirinya adalah:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri
b. Waiib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. With Holding System
Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun
ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2  Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan

sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai peaksanaan
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pemerintahan daerah. Peraturan daerah ini merupakan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk olen DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penerimaan
pajak daerah.
2.2.1. Jenis - Jenis Pajak Daerah
Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.
I. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan,
5. Pajak Rokok.
[.  Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
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11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak daerah yang
telah disebutkan di atas. Jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila
potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah
yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah
kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis
Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah
provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.
Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

sistem official assessment dan sistem self assessment (Suandy, 2011: 231).

1.

2.

Sistem official assessment

Pemungutn Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen
lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau
dokumen vyang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau
bank. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib
pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
Sistem self assessment

Pada sistem self assessment ini wajib pajak menghitung, membayar, dan

melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh
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wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).SPTPD
merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau
salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.3  Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran, yang
dimaksud pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,
kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Setiap
pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat
pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga/katering. Tidak termasuk
objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai
penjualannya tidak melebihi batas Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per
bulan.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang mengusahakan restoran.
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Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besaran pokok
pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah
ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

2.3.1 Masa Pajak dan Pajak Terutang

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi
pada saat pelayanan yag disediakan oleh restoran.
2.3.2 Sistem Pemungutan dan Penetapan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem self assessment, wajib pajak
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang.
Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu
20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Setiap wajib pajak wajib
mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak.
2.3.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan

pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan
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jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran,
dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat
keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4 Keberatan dan Banding
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

5. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
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Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan,
kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pengajuan keberatan dapat
dilakukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui wajib pajak. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
Bupati atau pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan. Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak
yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Jika wajib pajak menolak keputusan surat keberatan maka wajib pajak dapat
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat. Permohonan
banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan melampirkan
salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding
menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak

tanggal penerbitan putusan banding.
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Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKPDB.

Jika dalam hal keberatan atau mengajukan permohonan banding wajib pajak
ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.
Jika dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah
dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

2.3.5 Pembukuan dan Pemeriksaan
Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan. Bupati atau pejabat berwenang melakukan
pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Wajib pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek

Pajak yang terutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

2.3.6 Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.4 Pengetahuan
2.4.1 Definisi Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi
melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman,

rasa dan raba (Notoatmodjo,2003). Pengetahuan perpajakan adalah mengetahui
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informasi tentang konsep dasar perpajakan sehingga wajib pajak bersedia untuk

mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Richardson, 2006: 89).

o

Menurut Notoatmodjo (2003), ada 6 tingkatan dalam pengetahuan yaitu:
Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya.

Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menelaskan secara
benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi
tersebut secara benar.

Aplikasi (application)

Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari
pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan menjabarkan, membedakan,
mengelompokkan, menggambarkan, memisahkan materi atau suatu obyek
ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi.
Sintesis (synthesis)

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dan
formulasi-formulasi yang ada.

Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap materi atau obyek.
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2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan
Dalam prosedur seseorang mengetahui akan dipengaruhi oleh beberapa hal
atau faktor, menurut Sukmadinata (2003) faktor yang mempengaruhi digolongkan
menjadi dua yaitu:
1. Faktor Internal
a. Jasmani
Faktor jasmani diantaranya adalah indera seseorang.
b. Rohani
Faktor rohani diantaranya adalah kesehatan psikis, intelektual,
psikomotor, serta kondisi afektif dan kondisi individu.
2. Faktor Eksternal
a. Pendidikan
Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon
terhadap sesuatu yang datang dari luar dan akan memberi respon yang
lebih rasional terhadap informasi yang ada.
b. Media massa
Melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, berbagai
informasi dapat diterima oleh masyarakat melalui media TV, radio,
majalah, pamflet dan lain-lain. Media massa akan mempengaruhi tingkat
pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.
c. Hubungan sosial
Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupan saling

berinteraksi antara satu dengan yang lain. Individu yang dapat
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berinteraksi secara kontinyu akan lebih mendapatkan banyak informasi

dan pengetahuan lebih banyak.

. Pengalaman

Pengalaman seseorang tentang berbagai hal dapat diperoleh dari
lingkungan kehidupan dalam prosedur perkembangannya seperti
mengikuti seminar dan berorganisasi sehingga dapat memperluas

pengatahuan dan pengalaman dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan

Definisi kepatuhan perpajakan menurut Salamun (1991) menyatakan
bahwa:

“Kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan
(mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga
melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi
(2005,5) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan pajak (tax compliance) berarti bahwa wajib pajak
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai
aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi
seksama (obtrusive investigasi) peringatan, ataupun ancaman dan

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”
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Wajib  Pajak  bertanggung jawab  menetapkansendiri  kewajiban

perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayarserta

melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Safri Nurmantu (2003, 86), terdapat dua

macam kepatuhan yaitu

a.

2

Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni
sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan.Kewajiban perpajakan formal diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Definisi Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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2.5.3 Kiriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai
“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan
tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan perundang- undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c¢. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007,
wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3(tiga) tahun berturut-turut; dan

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.



